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 Polemik terkait masalah al-Husn wa al-Qubh al-‘aqliyayn telah mejadi 
perdebatan panjang antara kubu Mu’tazilah dengan Asy’ariyyah. Polemik ini 
hampir menghiasi lembaran kitab Ushul Fiqih yang ditulis para ulama pasca 
Imam al-Bâqillâni. Argumentasi mereka dalam membahas al-Husn wa al-
Qubh tidak jauh berbeda dengan pembahasan yang telah dibahas oleh para 
pendahulunya. Kesamaan pola dan jawaban mengenai masalah ini (al-husn 
wa al-Qubh) mencerminkan identitas (eksistensi) sekaligus meneguhkan pola 
dan kecenderungan paradigma Madzhab Kalam dalam mewarnai corak 
pemikiran fiqih. Sebagai seorang As’ariyyah, Abû Hâmid al-Ghazâli (w. 505) 
Menyatakan bahwa Ushul Fiqih adalah qath’i, karena ia berdiri di atas pijakan 
kalam yang juga bersifat qath’i hingga berimplikasi pada cara pandang dan 
status produk ijtihad. Fiqih sebagai produk ijtihad pada wilayah zhanniyyât 
dihukumi tidak berdosa, namun hukum yang sama tidak berlaku dalam ranah 
qathiyyât, karena kesalahan ijtihad dalam ranah ini berakibat dosa bahkan 
menyandang status kâfir.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Teori al-Tashwîb Fî al-Ijtihâd  teori ini menyatakan bahwa setiap hasil ijtihad 
itu (pasti) benar (Kullu Mujtahid[in] Mushîb[un] Fi Ijtihadihi). Teori ini 
diikuti oleh Pengikut Madzhab Asy’ari (Asy’ariyyah), Mu’tazilah, termasuk al-
Ghazâli dan al-Bâqillâni. Penelitian ini bersifat doktrinal yang akan 
menyingkap doktrin hukum al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfâ Min ‘Ilm al-
Ushûl melalui pendekatan analisis tekstual terhadap: (1) masalah-masalah 
fiqih, (2) klasifikasi objek pebahasan, (3) landasan pemikiran, (4) pendapat 
yang disepakati, (5) pendapat yang diperselisihkan, (6) diksi keyakinan 
pendapat, (7) diksi menyikapi perbedaan pendapat, (8) wilayah/ranah 
pemikiran. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Nazhariyyat 
Qath’iyyat dan Zhanniyyat yang dikemukakan al-Ghazâli merupakan upaya 
proteksi pemikiran Kalam madzhab Asy’ari dari pengaruh pengaruh 
pemikiran kalam Mu’tazilah, yang berimbas pada masalah fiqih dan bahasa, 
sehingga paradigma hukum Madzhab al-Mushawwibah bersifat tegas, 
menutup ragam kebenaran (tashwîb) dalam wilayah-wilayah pemikiran yang 
bersifat Qath’iyyat. 
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A. Pendahuluan 

Mu’tazilah dengan Asy’ariyyah pada prinsipnya sepakat bahwa sumber pengetahuan 

yang hanya dapat diketahui berdasarkan akal yaitu pengetahuan tentang Allah swt dan sifat-

Nya. Kemudian mereka juga bersepakat bahwa pengetahuan yang bersumber dari naqli 

harus dikonfirmasi oleh aqli dalam urusan ibadah, jinayah dan muamalah. Selain itu, ulama 
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ushul – baik dari Mu’tazilah dan Asy’ariyyah-- bersepakat bahwa al-Hâkim hanya Allah swt.1 

Otoritas pembuat hukum dalam Islam hanya milik Allah swt. hal ini berdasarkan ayat al-

Qur’an ini al-hukm illâ lillâh. Pengakuan Allah swt. sebagai pembuat dan pemilik hukum 

merupakan wilayah i’tiqâdi (keyakinan) yang bersifat mutlak. Pengingkaran seorang mu’min 

atas kedaulatan Allah swt. sebagai pembuat hukum (al-Hâkim), akan berakibat kufur.2 

Berdasarkan konsep ini, maka posisi mujtahid hanya sebagai muzhhir al-hukm (yang 

menampakkan hukum), maka produk hukum yang digali berdasarkan ijtihad kebenarannya 

bersifat relatif.3 

Al-Bâqillâni mendudukkan wahyu sebagai sumber hukum dalam menghukumi 

perbuatan manusia (al-husn wa al-Qubh), halal-haram, wajib-nadb, taat-maksiat. Secara prinsip 

hal ini berbeda dengan Abû Husain al-Bashry yang menempatkan hukum perbuatan 

manusia pada wilayah akal. Dari perbedaan kedua sudut pandang ini, akan melahirkan 

konsekwensi yang berbeda secara diametral. Al-Bâqillâni menempatkan akal sebagai objek 

dalam berijtihad, sebab akal tidak memilik ruang sama sekali dalam menggali hukum (al-

‘aqlu ya yastaqillu bidarkihi), Oleh karena itu, menurut al-Bâqillâni bahwa hukum baik dan 

buruk bagi perbuatan manusia merupakan otoritas mutlak wahyu dalam menetapkannya. 

Sedangkan al-Bashry menempatkan akal sebagai subjek dalam berijtihad, sebab hukum 

perbuatan manusia memberikan ruang pada akal untuk menggali hukum secara mandiri (al-

‘aqlu yastaqillu bi darkihi). 

                                                           
1 Perbedaan sudut pandang Mu’tazilah dengan Asy’ariyyah terletak pada lafazh al-Hâkim ketika difahami 

sebagai cara untuk mendapatkan hukum (al-Mudrik li al-Ahkâm, al-Muzhzhir). Mu’tazilah berpendapat 

bahwa akal berpotensi untuk mengetahui hukum syara’ secara mandiri. Sedangkan Asy’ari sebaliknya. 

‘Adil al-Syuwaikh. 
2‘Adil al-Syuwaikh., ibid.  24. 
3contoh ijtihad yang berkaitan dengan dalil yang bersifat zhanny adalah pertentangan antara Abu Hanifah 

dan Malik ketika menafsirkan lafazh “quru’” dalam ayat yang berbicara tentang masa iddah seorang 

wanita yang dithalaq oleh suaminya. Menurut Abu Hanifah, makna “quru’” adalah al-haidl; sedangkan 

menurut Malik adalah al-thuhr. Juhaya S Praja “Dinamika Pemikiran Hukum Islam” dalam Jaih 

Mubarok., op. cit., hlm. viii. Dari kedua pendapat di atas, Ali Al-Shabuni menguatkan pendapat yang 

disampaikan oleh Abu Hanifah berdasarkan kekuatan argumentasi dalil yang dipakai. Muhammad Ali 

Al-Shabuni, Rawâ’i al-Bayân Fî Tafsîr Ayât al-Ahkam Min al-Qur’an, (Jakarta: Dar al-Kutub al-

Islalmiyyah, 2001), 258. 
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Bagan 1.6 Perbandingan antara Mu’tazilah dengan Asy’ariyyah tentang cara Mengetahui 
Hukum Allah 

 

Sebagai pengikut Madzhab Asy’ary, AbûHâmid al-Ghazâli (w. 505) secara sanad 

keilmuan merupakan metamorfosis dari al-Syâfi’i (w. 204) yang tumbuh dan berkembangan 

dalam didikan tradisi Sunni pelanjut estafeta al-Haramain al-Juwaini dan Qâdhi Abu Bakar 

al-Bâqillâny. Al-Ghazali adalah sosok ulama yang sangat diperhitungkan dalam deretan para 

ulama Madzhab Mutakallimîn.4 Hal ini disebabkan karena kontribusi originalitas pemikiran 

                                                           
4Mutakallimîn adalah orang-orang yang menyibukkan diriya dalam menggeluti ilmu Kalam. Mereka 

adalah orang-orang yang selalu membantah dengan argumentasi dan dalil-dalil akidah. Dan mereka 

meyerang pandangan-pandangan keliru yang mempengaruhi keyakinan terhadap musuh-musuh agama 

yang dianggap menyimpang dan mengikuti hawa nafsu. Alasan istilah ini digunakan karena beberapa 

sebab, yaitu: (1) mereka memahami ilmu berdasarkan ucapan (kalam) saja seperti menyatakan, “begini 

dan begitu”. (2) masalah kalam menjadi pokok bahasan populer yang menjadi sumber lahirnya 

perbedaan pendapat. (3) perdebatan kalam berpeluang besar dalam melahirkan ‘apriori’ tafsir dalam 

memahi ilmu-ilmu syariat hingga melahirkan fanatik yang menguatkan konflik. Lihat, Ahmad Ibrâhim 

Hasan al-Hasanât, Tathawwur al-Ushûliy ‘inda al-Mutakallimîn (Yordan: Dar an-Nur, 2015), cetakan I, 

halaman.57. menurut Ibnu Khaldun (w. 785 H) ilmu kalam adalah ilmu yang berisi tentang argumentasi 

teologi dan dalil-dalil rasional (‘aqliyyah) serta kritik terhadap ahli Bid’ah yang melakukan 

penyimpangan teologis dari madzhab salaf dan Ahlussunnah. Ibn Khaldun, Muqaddimah (Beirut: Dar 

al-Ijil, t.th), halaman. 507. Definisi yang sama juga disampaikan oleh Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) 

dalam al-Munqidz Min al-Dhalâl (Lubnan: Dar el-Fikr, 1993), halaman. 59-60. Masih dalam al-

Munqidz, al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu kalam merupakan ilmu yang digunakan untuk membela 

dan menjaga madzhab Ahl Sunnnah wa al-Jama’ah (Asy’ari) dari serangan ahl al-Bid’ah. Berikut ini 

pernyataan al-Ghazali dalam al-MunqidzMin al-Dhalâl, halaman. 35. 
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Ushul Fiqh yang dituangkan dalam al-Mustashfâ menjadi penghubung sekaligus model bagi 

generasi ulama mutakallimîn setelahnya. 

Genarasi ulama mutakallimîn pasca al-Ghazâli seperti Fakhruddîn al-Râzî, sangat 

memperhitungkan intelektualitas al-Ghazali sebagai pembaharu madzhab mutakallimîn. 

Dalam muqaddimah al-Mahshûl fî ‘ilm al-Ushûl, Taha Jâbir Fayyadh al-‘Ulwâni menuliskan: 

 

ن من أ هم ما كتب من هذإ إلعلم  كتاب إلبرهان ل مام إلحرمين  –رحمه الله  –بعد رسالة إل مام إلشافعى  –وإ 

و إلعهد للقاضي عبد إلجبار إلهمدإنى و إلمعتمد  –من أ هل إلس نة  –إلجويني وإلمس تصفى لحجة إل سلام إلغزإلي 

ضمت جملة إلمباحث إل صوليه, فتناولت جميع  من إلمعتزلة فا ن هذه إلكتب إل ربعة قد –ل بي إلحسن إلبصري 

مرإجع هذإ إلعلم ومنا بع  –بعد تكامله حتى أ صبحت هذه إلكتب إل ربعة  –إلخطير إلشأ ن  –مسائل هذإ إلعلم 

 قوإعده
 

“Diantara kitab –kitab penting (Ushul Fiqih) setelah kitab al-Risalah al-Syafi’I, yaitu;(1) 
al-Burhan Iman al-Haramayn al-Juwaini, (2) al-Mustashfa Hujjah al-Islam al-Ghazali 
(keduanya dari kalangan ahli sunnah), (3) al-‘Ahd Qadhi abd al-Jabbar al-Hamdani, (4) 
al-Mu’tamad Abu Hasan al-Bashry (kelompok Mu’tazilah). Keempat kitab ini membahas 
dengan lengkap ilmu ushul Fiqh dan dijadikan sebagai kitab induk yang melahirkan 
kaidah-kaidah ushul.” 

 

Al-Ghazali menyatakan dalam al-Mankhûl bahwa Ushul Fiqih dibangun berdasarkan 

tiga landasan, yaitu: Kalam, Bahasa (lughah), Fiqih. Ilmu kalam dijadikan sebagai pijakan 

dasar Ushul Fiqih, karena daya jangkaunya bersifat umum yang menjadi pijakan atas 

keyakinan seorang ahli ushul dalam menerima hukum-hukum syara’ yang bersumber dari 

keyakinan terhadap keberadaan rasul sebagai pembawa risalah.5 

Bahasa sebagai pijakan keduaUshul Fiqih setelah Kalam. Al-Ghazali menganggap 

demikian karena seorang ahli ushul bertugas sebagai pendorong ilmu kalam dalam 

memahami makna khithab (hukum), ta’wil berita dari rasul dan nash (teks) al-Qur’an. 

Sedangkan pijakan yang ketiga adalah fiqih dipandang oleh al-Ghazali sebagai objek dalil 

yang akan melahirkan hukum melalui upaya maksimal para mujtahid.6 

al-Ghazali dalam al-Mustashfa mengatakan bahwa Ushul Fiqih adalah ilmu yang 

sangat mulia keberadaannya, karena ilmu ini adalah perpaduan antar ‘aqli dan naqli. Melalui 

ilmu Ushul Fiqih inilah dimensi ketuhanan dan kemanusiaan bergabung menjadi satu dan 

melahirkan hukum-hukum yang bersifat praktis. Atas perpaduan itulah maka ‘aqli dan naqli 

                                                                                                                                                                          
نى إبتدأ ت بعلم إلكلام فحصلته وعقل  ته وطلعت كتب إلمحققين منهم وصنفت فيه ما أ ردت أ ن أ صنف فصادفته علما وإفيا ثم إ 

 بمقصوده غير وإف بمقصودي وإنما مقصوده حفظ عقيدة أ هل إلس نة وحرإس تها عن تشويش أ هل إلبدعة...
5Abu Hamid al-Ghazali, al-Mankhûl Min Ta’lîqât al-Ushûl (Damaskus: Dar el-Fikr, 1980) Muhaqqiq: 

Muhammad Hasan Haytu. Halaman. 4. Lihat juga dalam Abd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulayman, al-

Fikr al-Ushûly: Dirâsah Tahlîliyyah Naqdiyyah (Jeddah: Dar el-Syuruq, 1983). Cet. I, halaman. 22-23. 

Pendapat di atas juga disepakati oleh murid al-Ghazali yaitu al-Amidi. Lihat Aly Ibn Muhammad al-

Âmidi, al-Ihkâm Fî Ushûl al-Ahkâm (Riyadh: Dar al-Shumay’iyy, 2003), cet. I, halaman. 21-22. 
6Al-Ghazali.,al-Mankhûl Min Ta’lîqât al-Ushûl, halaman. 22 
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dalam ilmu ushul fiqih menjadi dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.7Al-Ghazali 

mengungkapkan: 

 

نه  وأ شرف إلعلوم ما إزدوج فيه إلعقل وإلسمع وإصطحب فيه إلرأ ي وإلشرع وعلم إلفقه وأ صوله من هذإ إلقبيل فا 

يأ خذ من صفو إلشرع وإلعقل سوإء إلسبيل فلا هو تصرف بمحض إلعقول بحيث ل يتلقاه إلشرع بالقبول ول هو 

 د إلذي ل يشهد له إلعقل بالتأ ييد وإلتسديدمبني على محض إلتقلي
“Ilmu yang paling utama ialah ilmu yang memadukan antara aqli dan naqli secara seimbang. 
Keutamaan ini terdapat dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih, sebab pada kedua ilmu tersebut terdapat 
keserasian secara seimbang antara peran akal dan wahyu; tidak terlalu memihak pada teks syara’, 
juga tidak terlalu bebas mengikuti akal.” 

 

B. Teori / Konsep 

1. Teori al-Tashwîb Fî al-Ijtihâd 

Teori al-Mushawwibât Fî al-Ijtihâd adalah teori yang menyatakan bahwa setiap 

hasil ijtihad itu (pasti) benar (Kullu Mujtahid[in] Mushîb[un] Fi Ijtihadihi). Teori ini 

dinyatakan oleh Pengikut Madzhab Asy’ari (Asy’ariyyah), Mu’tazilah, al-Ghazali dan al-

Baqillani.8 Teori ini dikenal dengan istilah al-Mushawwibah, sedangkan teori sebaliknya 

dikenal dengan teori al-Mukaththi`ah yang diusung oleh jumhur ulama dan Iman al-

Syafi’i, mereka mengatakan bahwa kebenaran produk hukum ijtihad itu hanya satu (al-

Mushîbu Wâhid[un]). Kedua teori ini lahir karena perbedaan sudut pandang ke dua 

madzhab ushul dalam penetapan hukum-hukum syara’ terhadap masalah fiqih yang 

bersifat ijtihadiyah. Madzhab pertama meyakini bahwa hukum ijtihadiyah tidak 

ditetapkan secara pasti oleh Allah swt. tetapi hukum itu ditetapkan atas dugaan kuat 

mujtahid (Ghalabah al-Mujtahid) ketika ia berijtihad, maka produk hukum hasil ijtihad 

pasti benar (Shawâb) dan akan melahirkan ragam kebenaran yang pasti benar. 

Sedangkan madzhab kedua berpendapat bahwa Allah swt. telah menetapkan hukum 

terhadap masalah-masalah fiqih. Oleh karena itu, madzhab ini berpendapat bahwa 

                                                           
7Al-Ghazâli, al-Mustashfâ Min ‘ilm al-Ushûl (Libanon: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2000). Halaman. 3. 
8 Pergulatan pemikiran kalam Asy’ari dan Mu’tazilah sepintas dapat ‘didamaikan’ dengan konsep ini. 

Padahal dibalik persamaan itu, tetap saja menyimpan perbedaan yang tajam antara Asy’ari dengan 

Mu’tazilah seperti halnya perbedaan mereka dalam tema-tema hukum yang lain. Kelahiran Asy’ari 

merupakan anti tesa terhadap pemikiran Mu’tazilah yang dibawa sejak lahir. Karena secara historis, 

kelahiran Madzhab As’ary merupakan reaksi keras Abu Hasan al-Asy’ari terhadap pemikiran kalam 

Washil bin Atha sebagai tokoh Mu’tazilah. Titik perbedaan Konsep Mushawwibah Asy’ariyyah dengan 

Mu’tazilah terletak pada proses dan hasil. Mu’tazilah berpendapat bahwa Allah swt. menetapkan hukum 

terhadap kasus ijtihadiyyah, namun ketepan hukum itu harus diupayakan oleh seorang mujtahid dengan 

cara ijtihad, oleh karena itu yang menjadi persoalan tidak terletak pada tuntutan produk ijtihadnya, 

namun kebenaran itu terletak pada aspek prosesnya. Hal ini berbeda dengan Asy’ari yang menyatakan 

bahwa Allah swt. tidak menetapkan hukum dengan pasti terhadap kasus ijtihadiya, namun hukum itu 

ditentukan berdasarkan dugaan kuat seorang mujtahid dalam berijtihad. Jika mau jujur, sesungguhnya 

esensi konsep al-Mushawwibah kedua madzhab kalam di atas sama yaitu kebenaran aspek ijtihad dinilai 

berdasarkan usaha seorang mujtahid, namun karena mereka sudah ‘terlanjur’ tesa-antitesa, maka tetap 

saja persamaan itu harus terlihat berbeda walau dari sisi penggunaan bahasa.  
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kebenaran itu mutlak milik Allah swt, sedangkan produk hukum hasil ijtihad ada dua 

kemungkinan yaitu; mungkin benar dan mungkin salah (Khatha’).9 

Bagi kelompok al-Mushawwibah, kata “khatha” (salah) hanya digunakan dalam 

wilayah-wilayah dalil yang bersifat Qath’i saja. Sebab kesalahan dalam wilayah Qath’i, 

mengakibatkan dosa (itsm) yang berimplikasi pada predikat kafir bagi orang yang 

berbeda pendapat dalam wilayah-wilayah Qath’i. oleh karena itu, terminologi Khatha’ 

(salah) hanya digunakan dalam wilayah-wilayah Qath’i saja, sebab perbedaan pendapat 

dalam wilayah ini berdosa dan pelakunya berstatus kafir. Sedangkan terminologi 

Shawab (benar) hanya berlaku pada wilayah-wilayah zhanny yang akan melahirkan pahala 

(tsawab) . Menurut al-Ghazali dalam wilayah zhanni ini tidak mengenal istilah dosa (lâ 

Itsma Fî al-Zhanniyyât). Jadi perbedaan pendapat diantara dua aliran ushul di atas, pada 

prinsipnya hanya terjadi pada penggunaan istlah Khatha’- Shawâb, Khatha’ hanya 

digunakan pada wilayah Qath’iyyât yang melahirkan dosa dan predikat kafir bagi 

pelakunya jika berbeda. Sedangkan Shawâb (benar) digunakan pada wilayah Zhanniyyat 

yang akan melahirkan pahala bagi pelakunya. Oleh karena itu, pada prinsipnya bahwa 

produk hukum hasil ijtihad bernilai pahala (tsawâb) bagi seorang mujtahid.10 

Menurut al-Ghazali, wilayah-wilayah pemikiran yang bersifat Qath’i (al-

Nazhariyyat al-Qath’iyyat) ada empat macam, yaitu: (1) Kalâm. Tema pembahasan yang 

termasuk dalam objek ini adalah keberadaan alam adalah baru (huduts), sifat-sifat bagi 

Allah, Bi’tsah al-Rasûl (pengutusan rasul), Ru’yatullah (melihat Allah). Semua objek 

pembahasan wilayah kalam di atas, ditetapkan berdasarkan wahyu dan bersifat Qath’i, 

maka berbeda pendapat dalam wilayah ini berdosa hukumnya dan pelakunya 

menyandang status kâfir. (2) Ushûl Fiqh. Wilayah ushul fiqih meliputi Ijmâ’, Qiyâs dan 

Hadits Âhâd keberadaannya sebagai hujjah yang harus disepakati. Berbeda pendapat 

dalam wilayah ini berdosa dan pelakunya kâfir. (3) Fiqih Qath’i. Setiap pengetahuan 

agama yang sudah disepakati secara pasti, dan tidak ada khilaf di dalamnya (Mâ ‘ulima 

                                                           
9Zuhayli, Ushul Fiqh al-Islamy, Juz. 2, halaman. 1124-1125. 
10Kritik tajam Wahbah al-Zuhayli terhadap kubu Madzhab al-Mushawwibah terletak pada ragam 

kebenaran produk hukum hasil ijtihad. Menurut Zuhayli, implikasi paradigma hukum ini akan 

melahirkan dua benturan hukum yang saling kontradiktif satu sama lain dalam satu kasus hukum. Selain 

itu juga, kritik lainnya adalah kemungkinan terjadinya perbedaan hukum hasil ijtihad disebabkan syarat-

syarat tekhnis seorang mujtahid ketika berijtihad. Bagi al-Zuhayli sebagai pengikut kelompok al-

Mukhthi’ah, kemungkinan-kemungkinan implikasi paradigma hukum di atas sangat rentan terjadi dalam 

melahirkan konflik klaim kebenaran dalam hukum fiqih yang dilahirkan oleh dugaan seorang mujtahid 

satu dengan mujatahid lainnya dalam hukum yang sama. Sebab bagi al-Zuhayli, perbedaan hukum tidak 

dikhawatirkan jika terjadi dalam hukum yang sama tapi dalam kasus yang berbeda seperti, halal makan 

daging bagi jika dalam kondisi dharurat (mengancam keselamatan jiwa), namun haram jika sebaliknya. 

Bagi penulis kritik di atas tidak selayaknya ditujukan pada al-Ghazali dan madzhabnya, jika al-Zuhayli 

memahami dengan baik penggunaan istilah Khata’-shawab dan Qath’i-Zhanny yang digunakan oleh al-

Ghazali. Sebab pada prinsinya kosep al-Mushawwibah al-Ghazali dan kawan-kawan tidak seburuk apa 

yang dimaksud al-Zuhayli. Jika menelaah perbedaan sudut pandang kedua kubu di atas dari prespektif 

hadits riwayat Amru Bin al-Ash yang riwayat bil maknanya menyatakan bahwa apabila seorang hakim 

berijtihad lalu benar ijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala, namun jika salah, maka ia mendapat satu 

pahala. Pada kesimpulannya hadits itu menyatakan bahwa ijtihad itu semuanya benar yang 

membedakan adalah pahala di sisi Allah swt. jadi menyerang pemikiran madzhab al-Mushawwibah 

dengan sudut pandang al-Zuhaili dan Al-Syaukani adalah keliru. Kritik ini dapat di lihat dalam Wahbah 

al-Zuhayli, Ushul Fiqh al-Islamy, halaman. 1130 dan 1133. 
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min al-Dîn bi al-Dharûrah). Contoh wilayah ini yaitu, kewajiban shalat, kewajiban zakat, 

kewajiban puasa ramadhan, bilangan rakaat dalam shalat. Berbeda pendapat dalam 

wilayah ini berdosa dan pelakunya dinyatakan kâfir. (4) Hukum Fiqih berdasarkan 

Ijma’. Wilayah ini meliputi hukum bagia seperenam bagi kakek dalam waris, 

pengangkatan para Khalifah setelah Rasulullah saw. Berbeda pendapat pada wilayah ini 

berdosa dan pelakunya dinyatakan bersalah (mukhthi’) 

Berikut ini kutipan pendapat al-Ghazali tentang konsep Qath’i dan Zhanni 

dalam al-Mustashfâ Min ‘ilm al-Ushûl: 

 

طف فى إلقطعيات إلنظريات تنقسم إلى ظنية وقطعية فلا إثم فى إلظنيات إذ ل خطأ  فيها وإلمخ

ا إلعقليات إلمحض أ ثم وإلقطعيات ثلاية أ قسام كلامية وأ صولية وفقهية إما إلكلامية فنعنى به

ثبات إلمحد ث وصفاتهوإلحق فيها وإحد ومن أ خطأ إلحق فهو أ ثم ويدخل فيه حدث إلعالم وإ   
 

“Konsep-konesp ilmu dalam Islam terbagi dua, yaitu: Zhanny (dugaan) dan Qath’i (keyakinan). 
Dalam wilayah ilmu yang bersifat zhanny, tidak mengakibatkan dosa karena tidak ada 
kesalahan dalam wilayah itu. Berbeda dengan wilayah ilmu yang bersifat Qath’i yang berakibat 
dosa jika terjadi kesalahan. Wilayah ilmu yang bersifat Qath’i, ada tiga macam; ilmu kalam, 
ushul fiqih dan fiqih. Yang dimaksud dengan wilayah qath’i yaitu ilmu yang bersifat rasional 
murni yang hanya memiliki satu kebenaran. Oleh karenanya, kesalahan dalam wilayah ini 
mengakibatkan dosa. Masalah-masalah kalam yang termasuk ke dalam wilayah qath’i yaitu 
sifat baru bagi alam, penetapan makhluk dan sifatnya…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Epistemologi Hukum Menurut Al-Ghazali 

Menurut al-Ghazali hukum adalah 11 : 

                                                           
11Abu Hâmid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazâli, al-Mustashfâ Min ‘ilm al-Ushûl (Beitu: Dar el-

Fikr, t.th). Juz. I, halaman. 55. Dalam mendefinisikan hakikat hukum, al-Ghazali dalam al-Mustashfa 
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ذإ تعلق بأ فعال إلمكلفينإلحكم عند  ناعبارة عن خطاب إلشرع إ 
 
“Hukum menurut kami adalahseruan syara’ yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.” 
 
Selanjutnya, al-Ghazali membagiseruan hukum menjadi tiga bentuk, yaitu12 : 

قول فيه أ فعلوه ول تتركوه, وإلمباح إلمقول فيه إلحرإم هو إلمقول فيه أ تركوه ول تقعلوه, إلوإجب إلم

ن شئتم فاتركوه  أ ن شئتم فافعلوه وإ 
 
“Haram adalah pernyataan dengan kalimat ‘tinggalkanlah oleh kalian’ dan ‘jangan kalian 
kerjakan’, wajib adalah pernyataan dengan kalimat, ‘kerjakanlah oleh kalian’ dan ‘janganlah 
kalian tinggalkan’, dan mubah adalah pernyataan dengan kalimat,’jika kalian berkenan, maka 
kerjakanlah, dan jika kalian tidak berkenan, maka tinggalkanlah’. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, al-Ghazali dengan tegas mendefinisikan hukum 

secara istilah dengan dua kata kunci yaitu khithâb al-Syar’i (seruan syara’) dan af’âl al-

mukallafîn (perbuatan mukallaf).13 Dengan kedua rumus tersebut, al-Ghazali membagi 

seruan syara’ yang terkait dengan perbuatan mukallaf menjadi tiga bagian; (1) haram, (2) 

wajib, (3) mubah. Sebagai penegas, al-Ghazali menyatakan bahwa jika tidak ditemukan 

seruan dalam bentuk khitâb (amar dan nahi) di atas dari al-Syâri’ (Allah swt), maka tidak 

ada hukum bagi seorang mukallaf.14 Hal ini secara tegas ia laporkan dalam al-

Mustashfaa sebagai berikut; 

ن لم يوجد هذإ إلخطاب من إلشارع فلا حكم  فا 

“jika tidak ditemukan seruan hukum dari al-Syari’ (Allah swt), maka tidak ada hukum.” 
  

Pernyataan al-Ghazali di atas menegaskan bahwa hakikat hukum berasal dari al-

Syâri’ (sebagai subjek) yang berbentuk seruan (khithâb) untuk perbuatan mukallaf 

(sebagai objek). Dalam pernyataan sederhana ini sesungguhnya al-Ghazali memiliki 

konsep penalaran hukum bahwa seruan (khithâb) al-Syar’i yang berkaitan dengan 

perbuatan mukallaf hanya bersumber dari Allah swt. pernyataan itu bermakna bahwa 

selain al-Syâri’ tidak memiliki otoritas untuk menentukan hukum. Korelasi makna 

hakikat hukum di atas terlihat dalam ragam bentuk khitab yang melahirkan tiga ragam 

hukum yang lahir dari seruan al-Syâri’ yaitu; haram, wajib dan mubah.15 

                                                                                                                                                                          
menggunakan frase “’indanâ” (menurut pendapat kami) hal ini menunjukkan bahwa defini hukum yang 

ia sampaikan adalah definisi yang telah disepakati oleh para ushûly golongan Asy’ary, hal ini jika 

ditelusuri ternyata pendapat yang sama juga dikutip oleh al-Razi dalam kitab al-Mahshûl fi ‘ilm al-

Ushûl, al-Amidi, al-Ihkâm Fî Ushûl al-Ahkâm, Al-Asnawi, Nihâyah al-Saul dalam kitab al-Ibhâj Syarh 

al-Minhâj.  
12ibid., 

 
14ibid.,  
15 ibid., 
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Penalaran hukum pertama ini menegaskan bahwa hukum Islam lahir dari 

seruan Allah swt. dalam bentuk perintah (amar), larangan (nahi) dan kebolehan (mubah). 

Khithâb al-Syâri’ menolak terhadap otoritas perbuatan mukallaf  menetapkan hukum 

dengan sendirinya. Definisi al-Ghazali menegaskan tentang teori kedaulatan hukum 

sepenuhnya berada pada Tuhan. Dengan demikian, al-Ghazali menegaskan bahwa 

sumber kebenaran berpangkal pada wahyu sebagai otoritas mutlak dalam menetukan 

hukum.16 

Pembahasan hakikat hukum menurut pandangan al-Ghazali merupakan 

persoalan yang paling penting dalam kajian ushul fiqih. Hal ini ia dahulukan sebelum 

membahas beberapa tema lainnya, karena pemahaman hakikat hukum akan 

berpengaruh terhadap tema-tema pembahasan Ushul Fiqih yang lainnya. Kesalahan 

dalam memahami hakikat hukum, akan melahirkan kesalahan cara pandang ketika 

menghukumi sifat suatu benda ataupun perbuatan mukallaf. Melalaui pembahasan 

hakikat hukum ini, sesungguhnya al-Ghazali hendak meluruskan kesalahan cara 

pandang pemikiran kaum Mu’tazilah yang saat itu sedang merebak di tengah-tengah 

masyarakat. Selain itu al-Ghazali juga ingin menegaskan keyakinannya bahwa tidak ada 

ruang selain al-syâri’ untuk menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf dan sifat 

suatu benda.17 

 

C. Metode Penelitian 

Untuk memberikan analisisnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kepustakaan. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah kitab al-

Mustashfâ Min ‘Ilm al-Ushûl karya Imam al-Ghazali dengan analisis teori al-Tashwîb 

Fî al-Ijtihâd. 

 

D. Analisis Corak Pemikiran Hukum Teologi Asy’ariyyah 

Penggunaan kata indanâ dalam mendefinisikan hakikat hukum mencerminkan 

bahwa Al-Ghazali adalah Asy’ariyyah (pengikut madzhab hukum Abu Hasan al-Asy’ari). 

Hal ini dapat dibuktikan melalu pendekatan motode triangulasi data beberapa kitab yang 

memiliki sanad dengan Madzhab Asy’ari, yaitu Abu Hasan al-Asyari dalam kitab al-Ibânah, 

Abu Bakar ibn Thayyib al-Bâqillâni dalam kitab Taqrîb al-Ushûl dan Abû Ma’âly al-Juwainy 

kitab al-Burhân dan al-Syâmil. Konsep hukum yang difahami oleh al-Ghazali dalam al-

Mustashfa secara mutawâtir diriwayatkan dari gurunya yang bermadzhab Asy’ari.  Konsep 

hukum yang diyakini al-Ghazali didapatkan dari gurunya yaitu al-Juwaini secara langsung 

juga secara tidak langsung dari al-Baqillani dan Abu Hasan al-Asy’ari melalui pendekatan al-

Iqna (metode kebenaran yang diyakini tanpa mengalami langsung hanya menerima sepihak 

saja).18 

Hakikat hukum menurut al-Ghazali bersifat top dow, artinya hukum bersumber dari 

al-Syâri’ bukan dari akal yang menerima pancaran dari benda atau perubuatan yang memiliki 

                                                           
16ibid., 
17ibid., 
18 Analisis Tafsir data 
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hukum dengan sendirinya.19 Jika otoritas hukum hanya bersumber dari al-Syâri’, maka 

hukum yang lahir dari perbuatan manusia, sifat benda, dan akal semuanya tertolak, sebab 

ketiga aspek tersebut berpotensi melahirkan hukum yang semuanya bermuara pada akal 

manusia semata.20 

Ada perbedaan sudut pandang antara kelompok Asy’ariyyah dengan Mu’tazilah 

ketika memahami hakikat hukum yang dikaitkan denga perbuatan manusia dan benda. 

Menurut Mu’tazilah bahwapahala dan dosa pada setiap perbuatan manusia, pada hakikatnya 

menjadi hak prerogatif mutlak Allah swt. sehingga setiap perbuatan mukallaf, tidak harus 

bergantung pada seruan Tuhan. Artinya ada atau tidak ada seruan Tuhan, perbuatan itu 

sudah memiliki hukum dengan sendirinya. Tugas manusia dengan akal yang Allah berikan 

adalah tinggal memilih antara perbuatan baik dan buruk menurut akal. Dalam persoalan ini 

bagi kaum mu’tazilah akal dijadikan sebagai al-Hâkim yang dapat menentukan perbuatan 

baik dan buruk manusia. Dengan pemahaman lain, konsep ini mengisyaratkan bahwa setiap 

perbuatan dan sifat benda, memancarkan hukum dengan sendirinya, sehingga keberadaan 

hukum itu menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. kemudian dari pancaran 

dari hukum setiap benda itu direspon oleh akal, dan pada akhirnya akal lah yang akan 

menyimpulkan hukum yang melekat pada benda dan perbuatan itu berdasarkan sudut 

pandang akal yang diterima dari pancaran sifat benda dan perbuatan tersebut. Maka lahirlah 

hukum baik-buruk pada benda dan perbuatan berdasarkan sifat dan perbuatan masing-

masing.21 

Al-Ghazali secara cemerlang menempatkan fungsi akal secara proporsional. Akal 

sebagai anugrah Tuhan bagi manusia memiliki potensi untuk memahami sumber hukum 

dari al-Syâri. Namun dibalik kelebihannya itu, akal tetap tidak diberikan kewenangan untuk 

menentukan hukum. Oleh karena itu, bagi al-Ghazali posisi akal ketika dihadapkan pada 

sumber hukum dan objek hukum hanya bersifat mediator saja. Akal berposisi sebagai objek 

dan wahyu difungsikan sebagai sumber hukum yang akan difahami oleh akal dalam 

menghukumi objek perbuatan mukallaf. Intinya akal tidak dapat mengetahui hukum secara 

mandiri tanpa bimbingan wahyu.  

Namun harus diakui bahwa polemik antara al-Ghazali dengan Mu’tazilah tentang 

posisi akal dalam mengetahui hukum, terletak pada kesalahan fahaman diagnosa al-Ghazali 

terhadap konsep hukum yang difahami mu’tazilah. Titik perbedaan sudut pandang itu 

terletak pada apakah akal dapat mengetahui hukum secara mandiri atau tidak.   

Al-Ghazali menempatkan sebagai anti tesa secara berlawanan dengan Mu’tazilah. 

Sebagai pengikut Madzhab Asy’ari, al-Ghazali pada hakikatnya hendak meneguhkan konsep 

kalam Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah sebagai kelompok kalam yang berbeda secara diametral 

dengan Mu’tazilah yang dimasukkan ke dalam pembahasan Ushul Fiqih. Hal ini terlihat 

sejak awal bahwa al-Ghazali menegaskan bahwa kalam termasuk ilmu yang bersifat Kully 

dan Ushul Fiqih merupakan ilmu yang bersifat Juz’i. Berdasarkan paradigma inilah, al-

Ghazali mendudukkan Ushul fiqih sebagai sub ordinat dari Ilmu Kalam. Ilmu Kalam yang 

                                                           
19 Analaisis Tafsir data 
20 Analaisis Tafsir data 
21 Refleksi Tafsir (RT) 
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diyakini oleh al-Ghazali yaitu kalam yang di transmisi dari gurunya yaitu Abu Ma’ali al-

Haramain al-Juwaini al-Asy’ari. Pegaruh sanad dan intelektualitas keilmuan inilah yang 

membentuk pemahaman kalam al-Ghazali hingga menjadi seorang mujtahid pengikut 

madzhab Asy’ari yang militan. 

Metode dalam memahami sumber ilmu pengetahuan yang diyakini al-Ghazali 

banyak dilakukan melalu pendekatan al-Iqna’. Keyakinan kepada ucapan seorang guru tanpa 

mem-verifikasi lebih lanjut menjadi tradisi kuat proses peneriamaan kalangan Madzhab 

Asy’ari. Tradisi inilah sebagai identitas yang mudah untuk diketahui bahwa al-Ghazali 

adalah pengikut madzhab al-Asy’ari. Selain itu, kelahiran Madzhab Mu’tazilah yang 

mengusung ide kalam berbasis aliran filsafat ini, menajadi cikal bakal lahirnya teologi 

Asy’ariyyah sebagai upaya untuk menyerang dan mematahkan kesalahan teologi Mu’tazilah 

yang sudah dianggap sesat sejak awal kelahiran Madzhab Asy’ari. Latar belakang inilah yang 

melahirkan tulisan-tulisan al-Ghazali dalam bidang filsafat yang banyak meyerang para 

filosof seperti Ibnu Rusyd. Gaya dan style cara al-Ghazali dalam menulis kitab filsafat yang 

sarat dengan bantahan dan kritik ide kesesatan filosof dan Mu’tazilah ini, mempengaruhi 

gaya penulisan dan cara pandang al-Ghazali dalam menulis Kitab al-Mustashfa Min ‘ilm al-

Ushul. Style itu terlihat dalam pernyataan al-Ghazali ketika menyerang ide Mu’tazilah 

dengan ungkapan fâsid, bâthil, yang menghiasi sepanjang penulisan kitab al-Mustashfâ. Selain 

itu, banyaknya pendapat Mu’tazilah yang di kutip, mencerminkan bahwa hakikatnya al-

Ghazali hendak menyerang dan menunjukkan kesalahan ide Mu’tazilah dalam wilayah 

hukum sebagai dampak dari kesesatan cara pandang mereka dalam masalah Kalam yang 

dipengaruhi oleh ide filsafat. 

Berdasarkan cara pandang itulah, al-Ghazali selalu berbeda dan berusaha tampil 

beda dengan Mu’tazilah. Kalaupun ada titik persinggungan dengan Mu’tazilah, al-Ghazali 

tetap tidak mengakui persamaan itu. Seperti penggunaan akal dalam berijtihad, 

menempatkan akal sebagai media untuk mengenal Allah swt, menggunakan Qiyas sebagai 

dalil aqli dan kesamaan konsep lainnya. Intinya al-Ghazali dalam al-Mustashfa hendak 

membuat garis pembeda secara tegas antara Asy’ari dengan Mu’tazilah dari akar hinnga ke 

daun, dan perbedaan itu menegaskan seperti air dengan minyak yang tidak akan pernah 

menyatu selamanya. Padahal bila diperhatikan dengan teliti, sesungguhnya Asy’ari 

merupakan refleksi dari Mu’tazilah dalam hal membantah argumentasi akal dengan akal. 

Sekalipun al-Ghazali mengklaim berbeda dalam menempatkan akal dalam berijtihad, 

namun dalam tataran aplikasi di lapangan, al-Ghazali pun menyerang argumentasi 

Mu’tazilah dengan akal secara seimbang. Hal ini terlihat dari logika-logika mantik yang 

sering dijadikan argumen oleh al-Ghazali dalam membantah pendapat Mu’tazilah. 

Pendekatan inilah yang terlihat kental dalam setiap masalah yang dibahas dalam setiap tema 

pembahasan ushul fiqh dalam kitab al-Mustashfa Min ‘ilm al-Ushul. 

 

E. Simpulan  

Pemikiran ushul fiqih al-Ghazali sangat dipengaruhi oleh madzhab kalam dan 

kondisi sosial politik yang berkembang pada saat al-Ghazali menulis kitab al-Mustashfa Min 

‘ilm al-Ushul. Pengaruh kalam dalam al-Mustashfa Min ‘ilm al-Ushul sangat signifikan. Hal ini 
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terlihat ketika al-Ghazali memposisikan ilmu ushlul dan fiqih sebagai wilayah qath’i yang 

sederajat dengan ilmu kalam, sehingga paradigma al-Ghazali ini terlihat tegas dalam 

menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah hukum, hingga nampak dengan jelas bahwa 

al-Mustashfa min ‘ilm al-Ushul adalah kitab perpaduan antara Ushul al-din dan Ushul fiqih 

sebagai pijakan yang akan melahirkan hukum (fiqih) melalui ijtihad yang digali dari sumber-

sumber hukum Islam.   

Al-Ghazali pada hakikatnya tidak berbeda dengan Mu’tazilah, karena ia menyerang 

argumen Mu’tazilah dan kelompok lain secara subjektif hingga fanatisme terhadap 

madzhab Asy’ari menyeretnya pada perangkap subjektifitas akal yang ia cela. Al-Ghazali 

selaku pengikut madzhab Asy’ari tidak berbeda dengan Mu’tazilah dalam memfungsikan 

akal sebagai media untuk melahirkan hukum. fungsi akal diperankan oleh al-Ghazali dalam 

metode Tahqîq al-Manâth, sedangkan Mu’tazilah memerankan akal dalam menggali hukum 

dengan istilah bi Imsâk al-Syarî’ah. 

Metode Iqna’ yang digunakan al-Ghazali dalam menerima informasi dari al-Juwaini 

dan al-Baqillani dijadikan sebagai kebenaran yang diyakini tanpa pembuktian dan verifikasi, 

hingga pengetahuan itu dijadikan argumen al-Ghazali untuk meluruskan kesalahan 

Mu’tazilah, akibatnya al-Ghazali melanjutkan tradisi kesalahan yang di transmisi secara 

mutawatir dari gurunya.  

Paradigma hukum Madzhab al-Mushawwibah menutup ruang ragam kebenaran 

dalam wilayah kalam dan Wilayath Qathiyyat baik dalam Ushul fiqih maupun bidang fikih. 

Konsep Nazhariyyat Qath’iyyat yang dikemukakan al-Ghazali merupakan upaya proteksi 

pemikiran Kalam madzhabAsy’ari dari pengaruh pengaruh pemikiran kalam Mu’tazilah, yang 

berimbas pada masalah fiqih dan bahasa.* 
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